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ABSTRAK 

         Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan 

Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi 

Borobudur Perspektif Siyasah Maliyah. Oleh: Riksi Pirdiansa, NIM 

1911150115.bPembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag. MA. dan 

Pembimbing II: Ade Kosasih, SH. MH. Ada dua persoalan yang dikaji 

dalam skripsi, yaitu: (1) Bagaimana hubungan kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 

dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur, (2) Bagaimana 

tinjauan fiqih siyasah maliyah dalam pengelolaan Taman Wisata Candi 

Borobudur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam 

dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode hukum normative 

(normative law research) atau penelitian perpustakaan (library research) 

yang bertujuan untuk mengetahui bekerjanya fungsi hukum, hubungan-

hubungan hukum dan perbuatanperbuatan hukum yang terjadi dalam 

interaksi antar subjek hukum. Kemudian data tersebut diuraikan, 

dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari 

hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) pengelolaan Taman Wisata 

Candi Borobudur merupakan salah satu kewenangan konkuren dibidang 

sejarah dan cagar budaya. (2) hubungan kewenangan tersebut terlihat 

dari pembagian zonasi yang terdiri dari 5 zona. 

Kata kunci: Hubungan Kewenangan, Taman Wisata Candi Borobudur, 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Zonasi, Siyasah Maliyah. 
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ABSTRACT 

Authority relating between the central government and the 

local government in managing the tourist Park Of The 

Borobudur temple’s perspectives is siyasah maliyah. By: Riksi 

Pirdiansa, NIM: 1911150115. 

Advisor I: Dr. Rohmadi, S.Ag. MA and Advisor II: Ade Kosasih, 

SH. MH. 

There are two issues discussed in the transcript: (1) how would 

authorities relate between the central government and the district 

government of maghawk in the management of the borobudur 

temple tourist park, (2) how the fiqih siyasah maliyah in the 

management of the borobudur temple tourist park. To address the 

matter in depth and breadth, researchers use normative law 

methods (normative law research) or library research aimed at 

knowing the function of legal function, legal relationships and 

legal actions occurring in legal subject interactions. Then the data 

is described, analyzed, and discussed to address the problem. The 

study found that (1) the borobudur tourist park management was 

one of the usual authority on history and conservation areas. (2) 

these authoritative relationships are shown by the 5 zone 

divisions. 

Keywords: Privileges, Temple Parks Of Borobudur, Central 

Government, Provincial Government, Zoning, Siyasah Maliyah. 
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